
BUPATI PESISIR BARAT 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAR BUPATI PESISIR BARAT 
NOMOR 3". TABUN 2016 

TENTANG 

ONeANA KERJA PEMERINTAB DAERAH 
KABUPATEN PESISIR BARAT TABUK 2017 

DENGAN RAHMAT Tl1HAN YANG MARA £SA 

BUPATI PESISIR BARAT, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Daerah 
segera menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Lampung, Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu 
kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

b. bahwa Rencana KeIja Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas merupakan dokumen 
perencanaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat untuk 
periode 1 (satu) tahun sebagai dasar penyusunan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sehingga perlu disusun Rencana KeIja Pembangunan 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati tentang Rencana KeIja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 
2017. 

<, 

"<, 

Mengingat 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

Tahun 
Negara 
Negara 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 



3.	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4.	 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Nomor 4700); 

5.	 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara RepubIik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

6.	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7.	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
PerIindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

8.	 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9.	 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Repulik 
Indonesia Nomor 5364); 

10.	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi PeIaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nornor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahuri 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 



19.	 Peraturan Pemerintah Nornor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5103); 

21.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

22.	 Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 201~2019; 

23.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Nornor 310); 

24.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

25.	 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M 
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang 
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengab 
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengab Nasional (RPJMN) 2010-2014; 



26.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah); 

27.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahuri 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

28.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

29.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005
2025; 

30.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Provinsi Lampung Tahun 2009-2029; 

31.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 6 Tahun 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019; 

32.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005
2025 (Periode Efektif 2016-2025); 

33.	 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nornor 11 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016
2021; 

34.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 02 Tahun 2013 
tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis 
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat di 
Kabupaten Pesisir Barat; 

35.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nornor 35 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwaki1an 
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 



36.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

37.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 37 Tahun 2014 
Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Pesisir Barat; 

38.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja 
Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah 
Kabupaten Pesisir Barat; dan 

39.	 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Dan TatakeIja 
Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kabupaten Pesisir 
Barat. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT 
TAHUN 2017. 

BASI
 

KETEl'fTUAN tJMUM
 

PasaI 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

a. Daerah adalah	 Kabupaten Pesisir Barat 

b.	 Pemerintah Daerah adaIah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat; 

c. Bupati adalah	 Bupati Pesisir Barat; 

d.	 Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat; 

e.	 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan 
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 
kebijakan pernbangunan daerah dan keuangan daerah, serta program 
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan 
kerangka pendanaan bersifat indikatif urituk jangka waktu 5 (lima) tahun 
yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN; 



f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD adalah penjabaran dari RPJMD 
yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, priorttas 
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka 
waktu 1 (satu] tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana 
Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat; 

g. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
se1anjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 
kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan 
Anggaran Dasar Pemerintah Daerah; 

h. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang se1anjutnya 
disingkat RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

j, Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu) tahun; 

k. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS 
adalah rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD. 

BASil 

REKCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasa12 

RKPD Tahun 2017 merupakan Penjabaran Tahun kedua RPJMD Kabupaten 
Pesisir Barat Tahun 2016-2021. 

Pasa13 

RKPD Tahun 2017 merupakan dasar penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD 
Tahun 2017. 



Pasal4 

RKPD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam 
larnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB III 

KETENTUAR PENUTUP 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berIaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatan dalarn Berita Daerah Kabupaten Pesisir 
Barat. 

Diundangkan di Krui 

pada tanggal ':13 - ()8 - 2016 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PESISIR BARAT, 

-> 

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PES1SIR BARAT TAHUN 2016, NOMOR 

Krui 

- (!)fJ - 2016 

'SISTIQLAL 


